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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat
Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No0.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menuligkata-kata Arab yang dipandang belum diserap

ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arg dah diserap ke dalam bahasa Indonesia

sebagaimana terlihat dalam Kamus pus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

secara garis besar pedoman transhi i adalah scB

A. Konsonan Tungga

No.
1.
2. B
3. T
4. s 1i atas
5. T
6. h i bawah
7. Kh
D ‘ :
'.R -

O

g
14. ol Sad $ es dengan titik di bawah
15 Ul Dad d de dengan titik di bawah
16. b ta’ t te dengan titik di bawah
17. B za’ z zet dengan titik di bawah
18. g ‘ain ) koma terbalik di atas
19. '& Gain G -




20 ) fa’ F -

21. Q@ Qaf Q -

22 é Kaf K -

23. Lam L -
M

o (o C. -“» C.

1. thah, kasrah, dan

engan “t” atau “h”:
at al-Fitri atau Zakah al [

2. itg tah mati dengan “h”

i kata sa_ndarig “al”

Contoh:

3. Bila dimatikan ab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia
4clex : ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
A Aexs : ditulis Ni ‘matullah
okl S 3 ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal



atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

No. Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
1 A A
2 1 |
3 U U
Contoh:

yan antara harakat

Contoh:
S : Kaifa Jds~ : Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
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No. Tanda Nama Latin Nama

1. G Fathah dan alif a a bergaris atas

2. < Fathah dan alif a a bergaris atas
layyinah

3. e kasrah dan ya’ 1 1 bergaris atas

> u bergaris atas

di awal kalimat,

' ihingkar'l.;Pérhatikan

. Billah ‘azza wa ja

. Jika diikuti huruf Qomariya
oA iditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang
mengikutinya
daxid) : ditulis as-Sayyi ‘ah
F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik



. Huruf Besar/

ketika berada di tengah maupun di akhir.
Contoh:

e : Muhammad
5 Al-Wudd
Kata Sandang “ J

Kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis

dengan menggunakan huruf “I ™.
Contoh :

ol al: al-Qur’an

A8l gs-Sun

transliterasi i erpedoman pada
Pedoman U

awal kalima lah kata ‘séndang_f“al”, dil.
al—]mdn'a al,-'Gaszli 7
-Sab ‘u al-Masani

al untuk Allah hanya be tulisan Arabnya

kan dengan Kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

kapital tidalg digﬁnakan.

Contoh:

baas Y14 -
Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (*) atau apostrof jika berada di
tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:
ol asle e\S) o Thya ‘Ulim al-Din
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah.



Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh :
OB A i sd A o) 5 W innallg
K. Kata Dalam Rangkaian Frase da

a lahuwa khair ar-razigin

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi gkaian tersebut.
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ABSTRAK

Vina Nailul lzza, NIM. 10122073. 2026. Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat
Terhadap Pasangan dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten
Pemalang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Univwersitas
Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Lugman Haqiqi
Amirulloh, M.H.

Pernikahan tidak tercatat merupakeg
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pal, Kabupaten Pemalang. Meskipun
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dualisme pengakuan yang
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Kata Kun
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ABSTRACT

Vina Nailul lzza, Student ID No. 10122073. 2026. Legal Implications of Unregistered
Marriage for Couples and Children (A Study in Kauman Village, Comal District, Pemalang
Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H.
Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Advisor: Lugman Haqiqi
Amirulloh, M.H.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Pernikahan merupakan yang fundamental, tidak hanya

mencerminkan hubungan person. a individu, tetapi juga mengandung
bermasyarakat dan bernegara.
Dalam perspektif Isla i n ghalizan, yaitu sebuah

perjanjian yang ku indiy ul jalani ersama dalam bingkai

tanda-tanda (kebesaran)-1
jenismu sendiri, supaya ki
an dijadikan-Nya di antar: an sayang.
ang demikian itu benar-
71 kaum yang berpikir.” (QS.

tatanan masyarakat y

Di dalam tatanan han tidak hanya bersandar
pada ketentuan agama, melainkan juga harus memenuhi ketentuan hukum positif.
Kewajiban negara dalam mengatur pencatatan perkawinan diwujudkan melalui Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975. Melalui ketentuan tersebut, setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan

diwajibkan untuk mencatatkan peristiwa hukumnya pada lembaga resmi, yaitu Kantor

! Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan di Indonesia (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 109-
110.

2Q.S. Ar-Rum: 21

3 Anisyah, “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf,” Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam
Vol. 20, No. 1 (Januari 2020): 101, https://doi.org/10.14421/ref.v20i11.2399
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Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk Islam serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) bagi penganut agama lain, sesuai dengan agama dan kepercayaannya.*
Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap
peristiwa perkawinan harus didaftarkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang pelaksanaa

Kantor Urusan Agama (KUA), dan

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

a Akta Nikah yang memiliki kekuatan

hukum serta diakui secara resmi

Namun demikian, u yang lazim dikenal sebagai

nikah siri masih men asuk di Desa Kauman,

Kecamatan Com al, diketahui bahwa

terdapat kuran erkawinan secara

agama tanpa rsebut diperoleh

melalui obse okumen, Kartu Keluarga ( umber dari hasil

sensus. Selanj ebut diperkuat melalui prc langsung kepada

pihak-pihak y. bjek penelitian, guila mem ang bersangkutan

benar telah me han yang tidak tercatat.

Fenom >ncerminkan adanya ketid i ra norma hukum
yang berlaku
ini, perlu ditegaskan bahwa'yang dimaksud dengan pernikahan tidak tercatat adalah

| pelaksanaannya tidak

pada aspek keperdataa
tangga, hak atas nafkah, warisan dan perlindungan
hukum apabila terjadi perceraian.

Lebih lanjut, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam hal
kesadaran hukum, akses layanan pencatatan, maupun sistem pengawasan perkawinan.
Permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam, terutama mengenai implikasi hukum

yang timbul, serta bagaimana masyarakat dan instansi terkait merespons dan menangani

persoalan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menilai penting untuk

4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975).



melaksanakan penelitian yang berjudul “Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat

Terhadap Pasangan dan Anak (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten

Pemalang)”

B. Rumusan Masalah

1.

Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktik pernikahan yang tidak tercatat

istri dan anak di Desa Kau

. Untuk men f . abka pernikahan tidak

tercatat di

Untuk me asi hukum-dari pernikaha rhadap pasangan

suami istri

Untuk me gkah-langkah‘dan solusi emerintah dalam

mengatasi ahan tidak tercatat di wila

pasi untuk menghasilkan su substansial, baik

mengemban i Indonesia,

khususnya mengen atat. Penelitian ini juga
memperkaya literatur akademik terkait hubungan antara norma hukum, kesadaran

masyarakat, dan peran struktur pemerintahan lokal dalam penegakan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Kauman, Kecamatan Comal
Kajian ini diproyeksikan untuk mendorong peningkatan pemahaman
mayarakat tentang urgensi pencatatan pernikahan secara administratif demi

menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri beserta anak-anaknya.
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Kesadaran ini diharapkan mendorong masyarakat agar lebih bertanggung jawab
dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum dalam keluarga.
b. Bagi Aparat Desa
Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai peran dan tantangan

yang dihadapi oleh aparat desa dalam menyikapi praktik pernikahan tidak tercatat.

Hasilnya dapat dimanfaatkan sar evaluasi dan pertimbangan dalam

menyusun upaya yang lebi dan humanis dalam meningkatkan

ang telah terbukti

melalui penga iti i i i memahami dan

mengendalika i mena atau gejala yang r kita. Landasan

konseptual ya lam penelitian ini meruju teori utama, yang

perka kum agama,
tanpa memenuhi k an yang berlaku. Dalam
konteks ini, perkawin -laki dan seorang perempuan
tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif, khususnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

serta tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975.5

5 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 84.



Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.® Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Bab II PP Nomor

9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa, “sebuah perkawinan baru dianggap memiliki

kekuatan hukum dihadapan unda jika dilaksanakan menurut aturan agama

dan telah dicatatkan oleh pe h yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan ini”’

perspektif hukum
gingat transaksi

Oleh karena itu,

si yang melahirkan berb ewajiban hukum

ri sini kemudian

kan peiféatatan yang jela
idak tercatat yang dalam p at disebut sebagai

nikah siri ah tangan.®

Per : dak tercatat adalah perka a substantif telah

memenuhi In menurut ketentuan agat didaftarkan pada

hukum. Kondisi ters ri berpotensi menimbulkan

berbagai konsekuens idupan rumah tangga.®
Konsep pernikahan tidak tercatat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis
praktik perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terjadi di Desa Kauman, Kecamatan Comal.

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

! Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.

8 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2016), 58.

9 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2016), 58.
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2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pencatatan dan Akibat Hukum Perkawinan
KHI, yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,
memuat ketentuan yang secara khusus menegaskan kembali dan memperjelas

kedudukan pencatatan perkawinan se kibat hukumnya bagi para pihak, termasuk

anak yang dilahirkan.”

Pasal 4 KHI meneg inan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum Islam” 1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentan . Ke : ini n keselarasan antara KHI
agama sebagai syarat
konstitutif erkawinan. mikis erhenti pada aspek

keabsahan encatatan sebagai

atakan bahWé' “agar terj perkawinan bagi

serkawinan harus dicatat’ ncatatan tersebut

encatat Nikah.”*? Ketentua ipertegas melalui

bkan setiap perkawinan d i hadapan dan di

ai Pencatat Nikah (PPN), lisit menyatakan

‘dilakukan di luar pengawasan Pe catat Nikah tidak

Selanjutnya,
dibuktikan dengan ak ncatat Nikah.” Ketentuan ini
menempatkan akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti autentik atas peristiwa
perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Pasal
7 ayat (2) KHI membuka jalan penyelesaian berupa permohonan itsbat nikah ke

Pengadilan Agama.'

10 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal
4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 99, dan Pasal 100.

11 Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

12 pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

13 Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

14 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam



Ketentuan mengenai status anak juga diatur secara eksplisit dalam KHI. Pasal
99 KHI merumuskan pengertian anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau
akibat perkawinan yang sah, termasuk anak hasil pembuahan suami istri yang sah di
luar rahim yang kemudian dilahirkan oleh istri tersebut.® Sebagai konsekuensi

logisnya, Pasal 100 KHI menegask: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan nasab eluarga ibunya.”!® Ketentuan Pasal
100 KHI ini sejalan deng usan Pasal 43 ayat (1) Undang-
atkan anak yang lahir dari
perkawinan yan P ‘ 3 a memiliki hubungan

enetapan lain dari

am penelitian ini dimaks perkuat analisis

ian tidak tercatat, mengit sangan informan

dalam pe ini gama Islam ‘dan melangs inannya menurut

cum merupakan salah satu lam hukum serta

dalam upaya mewujud

terdapat empat unsur
itu sendiri, yaitu sebagai berikut.*®
1. Hukum merupakan suatu ketentuan yang bersifat positif
2. Hukum disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada

3. Fakta-fakta yang dimuat dalam hukum harus dirumuskan secara jelas

15 Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

16 Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.
18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.



4. Teori Kesadaran Hukum
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4. Hukum positif tidak seharusnya mengalami perubahan secara mudah
Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk
menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat pernikahan tidak tercatat
terhadap pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut.

Kesadaran dapat di j batin seseorang yang secara tulus

um tidak hanya dipahami rtulis, tetapi juga

engatur perilal;u-‘dalam ke dan sosial. 2

Ijono S‘oekaﬁto, terdapat yang digunakan

untuk me 1 kesadaran shukum, yang sistematis dan
berurutan,

a. Pengeta

1 landasan

tidak tercatat di Des
Teori Efektivitas Hukum

Menurut Van Apeldoorn, efektivitas hukum merujuk pada tingkat keberhasilan
atau kemanfaatan suatu hukum maupun undang-undang dalam mengatur kehidupan
sosial masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian. Sementara itu, Soerjono

Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum,

215.

20 Nur Paikah, Sosiologi Hukum (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 100.
21 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),



yang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tingkat keabsahan atau legitimasi
hukum tersebut.??
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum antara lain

sebagai berikut:2

a. Upaya internalisasi hukum dal arakat, yaitu serangkaian kegiatan yang

melibatkan sumber daya m rasarana, kelembagaan, serta metode

tertentu agar masyara hami, menghargai, dan mematuhi
hukum
b. Respons ma i i yang dianut, dalam arti

dan menaati, atau

1ode pelaksanaan

aknya hasil yang

erjono Soekanto

ami keberlakuan

kekuatan berlaku

Berdasarkan knai sebagai upaya untuk
menilai sejauh mana suatu kaidah hukum dapat berfungsi dengan baik, yang
pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sebagai berikut:?

1. Kaidah Hukum

2. Penegak Hukum

3. Sarana/Fasilitas

22 Nur Paikah, Sosiologi Hukum (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 105.
2 Nur Paikah, Sosiologi Hukum (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 105.
24 Nur Paikah, Sosiologi Hukum (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 106.
25 Nur Paikah, Sosiologi Hukum (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 106-108.
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4. Warga Masyarakat

Teori efektivitas hukum dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai langkah yang
ditempuh oleh Pemerintah Desa Kauman dalam merespons praktik pernikahan tidak
tercatat. Penerapan teori ini diarahkan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan

program, kebijakan, serta tindakan y. jjalankan pemerintah desa dalam mendorong

peningkatan kepatuhan masyara wajiban pencatatan perkawinan.

Teori Perlindungan Hukum

Merujuk pada S I), perlindungan dimaknai
sebagai suatu i ( S tau perbuatan dalam
tersebut

metode atau cara

agai serangkaian

nusia, sekaligus

adap hak-hak asasi yang iap subjek hukum

sesuai de peraturan péi’uﬁdang-und terlindungi dari
bukan hanya soal

aturan fo 1 kat dan martabat

tindakan pence ya permasalahan maupun

sengketa;

2. Perlindungan hukum represif, yakni instrumen hukum yang difungsikan untuk

merespons, mengendalikan, serta menyelesaikan konflik atau perselisihan hukum
setelah peristiwa tersebut terjadi.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan

yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kauman kepada masyarakat yang terdampak oleh

205.

% Romli, Perlindungan Hukum (Palembang: CV. Doki Course and Training, Cetakan Pertama, 2024), 32.
27 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987),



praktik pernikahan tidak tercatat. Analisis difokuskan pada upaya perlindungan hukum

yang bersifat preventif dan represif.

F. Penelitian yang Relevan

serupa dengan penelitian ini. Peneliti a
memiliki keterkaitan.

1.

Penelitian yang relevan merupakan kajian-kajian terdahulu yang mengangkat tema

enyajikan beberapa studi sebelumnya yang

Penelitian yang dilakukan o alam Maleo Law Journal berjudul
“Akibat Hukum Pernik: asyarakat kelompok Majelis
idis dari praktik nikah siri.
Temuan penelj indikasika ba luhan, masyarakat
- n tercatat, namun
setelah me : £ ] ni h siri, khususnya
atkan pada aspek

tervensi berupa

dengan penelitian penuli anya membahas

implikasi iri terhadap istri dan a kankan perlunya

kesadaran at. Perbedaan terletak pad n yaitu penelitian

Awaliah meniti pada perubahan pemahaman yarakat setelah penyuluhan,

lis lebih fokus pada kasus

penanganan ole

fenomena pernikaha
Bandung. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan yuridis empiris dengan
menerapkan metode kualitatif yang berorientasi pada pengumpulan data secara
langsung di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor penyebab utama maraknya
pernikahan dan perceraian di bawah tangan adalah adanya dikotomi antara ketentuan
hukum agama dan regulasi hukum negara, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya

kesadaran hukum masyarakat. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah tidak adanya

28 Awaliah, dkk, “Akibat Hukum Pernikahan Siri,” Maleo Law Journal Vol. 6, No. 1 (April 2022): 3040,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, https://doi.org/10.56338/mlj.v611.2398.¢
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kepastian hukum bagi pasangan maupun anak, baik terkait status pernikahan,
perceraian, maupun hak-hak keperdataan lainnya.?®
Titik kesamaan penelitian ini dan penelitian penulis dapat dilihat dari

penggunaan metode penelitian kualitatifdapangan dan membahas faktor penyebab nikah

siri serta dampaknya terhadap pas k. Perbedaannya, penelitian Diana Farid
dkk. membahas perceraian
penulis terbatas pada i 1 k tercatat tanpa menyinggung
perceraian siri. :
3. Penelitian lain
Jurnal Kaji 1 berju awinan Ti dan Implikasinya

terhadap aten Tangerang”.

Penelitian yahwa pernikahan tanpa pe erimplikasi serius

terhadap h an dan anak, é'eperti anak ui secara hukum,

ntuk menuntut di

UA, pernikahan

hilangnya istri yang tidak m;empun

pengadila

ab utamanya.adalah akses

karena ha praktik poligami tanpa izi an ekonomi, serta

minimnya arakat terhadap pentingny:

Stui jalan dengan penelitian penulis, ka anya membahas

nikah siri terhadap hak-hak istg

pemic

desa dan KUA dal

pemerintah
tidak tercatat di wilayah
pedesaan.
4. Sebuah kajian akademik yang disusun oleh Tin Widayati tertuang dalam skripsi berjudul
“Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) terhadap Hak Anak dan Istri
dalam Tinjauan Hukum Positif dan Magashid Syariah (Studi Kasus di KUA Kretek,
Bantul, Yogyakarta)” lebih menitikberatkan pada dampak nikah siri terhadap hak anak

29 Diana Farid, dkk, “Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab
dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung),” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2023):
53-609.

30 Reza Pahlevi Nurfaiz dan Fakhry Fadhil, "Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Hak-
Hak Istri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang", Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume
01, Nomor 01, Juni 2023.



dan istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris, serta menelaah
fenomena nikah siri bukan hanya melalui perspektif hukum positif (Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), tetapi juga melalui pendekatan maqashid
syariah menurut Al-Ghazali yang meliputi pemeliharaan agama, harta, dan keturunan.

Atas dasar tersebut, penelitian ini dia untuk mengkaji secara lebih komprehensif

berbagai bentuk kerugian yang nak dan istri sebagai konsekuensi dari

hukum keluarga
arakat mengenai
mendasar dapat

nakan. Penelitian

pada faktor penyebab

um, dan upaya
api nikah siri, dengan lok 1 Desa Kauman,
litian Tin Widayati lebih perlindungan hak

n di KUA Kretek,

Pemalang.

anak dan i

an dalam nikah siri, denga

hkan analisis berbasis magashid syariah™ untuk memperkuat

Kasus di

Kecamatan i menggunakan metode

penelitian lapangan endekatan yuridis empiris.
Fokus kajian diarahkan pada persepsi masyarakat Pragaan mengenai praktik nikah siri,
faktor penyebab yang melatarbelakangi, serta implikasi hukum yang ditimbulkan
terhadap istri, anak, dan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri
masih dianggap sah secara agama oleh masyarakat setempat, namun menimbulkan

permasalahan serius terutama dalam aspek hukum positif seperti kedudukan istri yang

3! Tin Widayati, Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) terhadap Hak Anak dan Istri
dalam Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di KUA Kretek, Bantul, Yogyakarta) (Tesis
Magister, Universitas Islam Indonesia, 2024).
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tidak diakui, anak yang mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran dan hak
waris, serta ketidakpastian hukum atas harta bersama. %

Studi ini sejalan dengan penelitian penulis, karena keduanya membahas
implikasi hukum nikah siri/pernikahan_tidak tercatat terhadap istri, anak, dan status

harta benda. Perbedaannya, penelitj tun menekankan aspek sosial budaya dan

pandangan masyarakat Pragaa itian penulis berfokus pada kasus nyata

Kompilasi 3erdasarkan hasil kajian, ni iri ariat Islam dapat

dikategori seluruh rukun dan syarat pe

demikian, egara, bentuk pernikahan atkan pengakuan

persyaratan formal, jiban pencatatan

lkan adalah tidak

kcapil. Konsekuensi huku

perkawinan demi
normatif-kepustakaa ta lapangan atau respons
masyarakat. Sementara penelitian penulis mengombinasikan aspek normatif dengan
penelitian kualitatif lapangan di Desa Kauman, sehingga hasilnya lebih aplikatif

terhadap kondisi masyarakat pedesaan.

32 Qonitatun Nadhiroh, Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan
Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2021).

33 Maylyndha Marlina Lestari, “Pernikahan di bawah Tangan dan Implikasi Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974,” Jurnal Tana Mana 6, no. 1 (April 2025).



Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang menyoroti
peran pemerintah, khususnya pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama (KUA),
dalam menangani praktik pernikahan tidak tercatat. Selama ini, sebagian besar
penelitian terdahulu lebih banyak membahas faktor penyebab serta implikasi

pernikahan tidak tercatat terhadap istri dan anak, tanpa melihat secara lebih jauh peran

pemerintah desa dalam merespons tersebut. Penelitian ini hadir dengan sudut

pandang yang berbeda, yaitu raikan permasalahan, tetapi juga

mengkaji keterlibatan pe yang memiliki tanggung jawab

dalam konte ihj rang di 1 dala belumnya. Dengan
demikian, ' ‘ yang lebih utuh
sekaligus pernikahan tidak

tercatat di

G. Metode Pene
1. Jenis Pene
Jen iti n yuridis empiris

okaji permasalahan. Pene

sebagai d piris merupakan

jenis pene ng mengkaji penerapan ke normatif dalam

primer dari masyara n langsung dengan praktik

pernikahan tidak terc mal, Kabupaten Pemalang.
Dengan demikian, penelitian ini tidak terbatas pada analisis terhadap norma hukum
tertulis secara formal, melainkan juga menganalisis norma tersebut berinteraksi dengan

kenyataan sosial yang ada di masyarakat.

34 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
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2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor
yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun

lisan, yang diperoleh dari orang-or: erta perilaku yang diamati oleh peneliti.®

Melalui pendekatan kualitatif ya iptif, penelitian ini berupaya menelaah
secara mendalam fenomen, engenai praktik pernikahan tidak
tercatat (nikah siri) Jam. eskriptif digunakan untuk

menggambarkan i . i terkait faktor penyebab,

engandalkan dua

a. Data i ormasi dasar yénig‘dihimp ng dari informan

36

etode wawancara. sanakan dengan

pihak KUA, dan

an pernikahan tidak terca

ini mencakup faktor-fakt orong terjadinya

tat di Desa Kauman, Kecz implikasi hukum,

anan oleh pihak berwenang.

| informasi yang dihimpun

omor 9 Tahun 1975,
2019 Tentang Perubahan

Perkawinan,

Undang-Undan

Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta literatur
terkait hukum perkawinan dan nikah siri. Data ini digunakan sebagai bahan
pendukung dalam menganalisis temuan di lapangan.
4. Lokasi dan Subjek Penelitian
Penetapan Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, sebagai

lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya praktik pernikahan yang hanya

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.
3 Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.
37 Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.



dilaksanakan menurut ketentuan agama tanpa disertai pencatatan resmi oleh negara.
Selain itu, Desa Kauman memiliki karakteristik yang unik karena praktik tersebut masih
berlangsung di tengah masyarakat meskipun akses terhadap layanan pencatatan

perkawinan relatif tersedia. Kondisi ini menjadikan Desa Kauman sebagai lokasi yang

relevan untuk mengkaji faktor pen implikasi hukum, serta upaya penanganan

terhadap pernikahan tidak terca

si sejumlah:n_le_tode pen tuk memperoleh

keakuratan da rmasi, meliputi:

pakan salah’satu metode d an data penelitian

cara memperoleh data sec lapangan. Dalam

1 diterapkan untuk meng gsung fenomena

ernikahan tidak terc

siri. Observasi ini

Wawancara

dijalankan dengan seksama untuk menjamin validitas dan keabsahan hasil yang
diperoleh. % Informasi dikumpulkan melalui wawancara intensif (in-depth
interview) dengan pasangan yang menikah siri, aparat desa, pihak KUA, serta tokoh
agama. Teknik ini dipilih untuk menggali faktor penyebab, implikasi hukum, serta

pandangan pihak-pihak terkait mengenai pernikahan tidak tercatat.

38 Josef Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo,
2010), 112.

39 Josef Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo,
2010), 116-117.
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c. Dokumentasi
Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan melakukan
penelaahan, pengkajian, dan analisis secara sistematis terhadap berbagai dokumen

yang disusun oleh pihak terkait maupun dokumen lain yang memuat informasi yang

0 umentasi dilakukan dengan pengumpulan

relevan dengan objek kajian.*
data dari arsip desa serta do

6. Teknik Analisis Data

bentuk veri e 1 tif 1 ata kualitatif dari

tidak tercatat,

emukan pola, tema, dan i secara sistematis.

engumpulan data
. Berikut adalah

Proses ana ccara interaktif dan berula
awal hing i ir, untuk memastikan ke

dari teknik ‘analisis data y: kan:

ilah, difokuskan,

terstruktur dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian tersebut bertujuan untuk

mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi serta memahami pola keterkaitan
antarfenomena yang ditemukan dalam penelitian.*
3. Penarikan kesimpulan

Dari data yang telah disajikan, peneliti menyusun kesimpulan sementara

%0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 249.



yang kemudian dikonfirmasi kembali melalui penelusuran data lanjutan maupun
penerapan metode triangulasi. Proses ini bertujuan memastikan keabsahan temuan
dan menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh.**

7. Keabsahan Data

Setelah seluruh data pen terkumpul, langkah selanjutnya adalah

melakukan uji keabsahan data bahwa data yang diperoleh beserta

triangulasi da ik ) tuk memver elalui perbandingan
dari berba - nelitian ini diuji

melalui tri serta triangulasi

waktu.*®

H. Sistematika P

Sistem penelitian ini dirancang is dan terstruktur
sebagai beriku ‘
Bab I elakang masalah,

rumusan masa j y penelitian, kajian

h dari lapangan mengenai

kondisi pasangan yang 1 penelitian. Selain itu, bab
ini juga membahas faktor-faktor penyebab, implikasi hukumnya, serta peran pemerintah
desa dalam konteks tersebut.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, bab ini menyajikan analisis terhadap data lapangan

dengan menggunakan teori-teori yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai landasan. Bab

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 252-259.
45 Nursapia Harahap, Metodologi Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri, 2020), 81.
% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.
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ini membahas faktor-faktor yang mendorong nikah siri, implikasi hukumnya bagi pasangan
dan anak, serta upaya pemerintah dan KUA dalam penanganannya.

Bab V Penutup, bab ini berisi pemaparan akhir berupa perumusan kesimpulan
berdasarkan hasil penelitian, serta penyampaian rekomendasi yang diarahkan kepada
masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi sebagai bahan evaluasi dan

pengembangan selanjutnya.







BABV

PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap praktik
pernikahan tidak tercatat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang,

dapat ditarik kesimpulan sebagai b

Pertama, terdapat lima elakangi terjadinya pernikahan tidak

nikah dan p v, ‘me ; . 3 itaskan pengesahan
agama se¢ ' i TOSC negara. Ketiga,

inimal 19 tahun

ndang-Undéng Nomor 16 ingga pencatatan

sasi kawin dari

pa terlebih dahulu me
pat, minimnyapengeta

angan yang menikah pada

encatatan tidak diketahui

han yang menempatkan

masy.
perilaku hukum.

Kedua, perni pat implikasi hukum yang
saling berkaitan. Pertama, ketidakpastian status hukum suami dan istri di hadapan
negara akibat tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik. Kedua, hambatan
administrasi kependudukan yang dialami oleh seluruh pasangan informan, terutama
ketidakmampuan mengurus akta kelahiran anak. Ketiga, ketidakpastian status hukum
anak yang berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga kehilangan hak waris, hak

nasab, dan akses terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan kelengkapan
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dokumen. Keempat, hilangnya perlindungan hukum dalam perceraian dan kewarisan.
Menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, seluruh implikasi tersebut
merupakan konsekuensi dari tidak dipenuhinya mekanisme pencatatan yang dirancang
hukum positif untuk melahirkan kepastian status dan perlindungan bagi para pihak.
Ketiga, Pemerintah Desa Kauman dan KUA Kecamatan Comal telah melakukan

berbagai upaya penanganan yang secamg konseptual mencakup dimensi preventif dan

represif sebagaimana dikemuka M. Hadjon. Upaya preventif meliputi

penyuluhan dan edukasi kep isasi multi platform termasuk melalui
media sosial, serta pen ini an pernikahan. Upaya represif
: ogram isbat nikah bekerja
assal. Kedua institusi
t bagi efektivitas

sil positif berupa

penurunan e an tidak tercatat, efekti rlu ditingkatkan,

terutama auan sosialisasi’ yang be lum optimalnya
genai pfoseddr_ dispensasi K ih adanya segmen
ngambil langkah hukum erasakan dampak

at yang mereka jalani.

B. Saran

Berdasarkan hasil'penelitian mengenai praktik'pernikahan tidak tercatat di Desa

], Kabupaten Pemalang, p

sebagai berikut.

ingkatkan intensitas dan
jangkauan sosialis rkawinan serta konsekuensi
hukum yang timbul akibat pernikahan tidak tercatat. Sosialisasi tidak hanya
dilakukan pada kegiatan formal di tingkat desa, tetapi juga melalui forum
kemasyarakatan, kelompok keagamaan, organisasi kepemudaan, dan media sosial
yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan
pendataan secara berkala terhadap pasangan yang belum memiliki buku nikah guna
memudahkan pemberian pendampingan dan fasilitasi penyelesaian administrasi

perkawinan.
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b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal
KUA Kecamatan Comal diharapkan terus mengoptimalkan program
penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya terkait prosedur
pencatatan nikah, dispensasi kawin, dan isbat nikah. KUA juga perlu memperkuat
koordinasi dengan pemerintah desa, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan

lembaga terkait agar informasi enai layanan pencatatan perkawinan dapat

tersampaikan secara merata ki lapisan masyarakat. Dengan demikian,

kesadaran hukum masya ya pencatatan perkawinan dapat

semakin meningkat.

c.
ng lebih baik dengan
jiban administratif,
. Oleh karena itu,
g dilangsungkan henda sesuai dengan
ndang—‘l‘mdériga'niyang b angan yang telah
n perﬁikahén tidak ter n untuk segera
m melalui . mekanisme na memperoleh

an hukum.l

d. Bagi Pe

lebih luas bagi

semakin kompr

pengembangan il






DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Aneka Ilmu, 1998.

Buku

Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hi
Ilmu, 1987.

gi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina

dan: Wal Ashri, 2020.
yakarta: CV. Pustaka Ilmu,

Harahap, Nursapia. Metodologj
Hardani, dkk. Metode Pe
2020.
Mardani. Hukum
Mertokusumo, : Liberty, 1999.
Moleong, Lex

2007.

aja Rosdakarya,

Muhammad, um dan -Pen.elitic’m. Huku tra Aditya Bakti,

2004, Bl

Nita, Mesta
2021.

Paikah, Nur. S

erkawinan di Indonesia.

Bone: CV Cendekiawan
jan Kualitatif: Jenis, K

Saebani, Beni Ahmad.

Soekanto, Soerjono. Kes Edisi Pertama. Jakarta: CV
Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,

1994.

85



Sugiyono. Metode Pen Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:PT
Raja Grafindo Persada,1994), elitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta, 2016.

Jurnal

Anisyah. “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf.” Refleksi: Jurnal Filsafat dan
Pemikiran  Islam  Vol. 20,a No. 1 (Januari 2020): 101-113.
https://doi.org/10.14421/ref.v

Awaliah, dkk. “Akibat Hukum P Law Journal 6, no. 1 (April 2022):

Farid, Diana.,dkk. “Pr; i ah Tangan (Studi Kasus
di Kota Bandung).”

Lestari, Mayl i i Undang-undang

Jurnal Tana Mana 6, no.
c.id/jtrr;/articié/d(iwnload
ry Fa&hil. z-‘Perk;a'winan
i dan Anak di Kecamata

dan Implikasinya

aten Tangerang.”
iian Hukum Islam 1, no. 1
Peraturan Per

Kompilasi Huk

Peraturan
Tahun 1974 Ten
Subekti, R., and R. Tjitro
Wetboek). Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974.



87

Skripsi dan Tesis

Nadhiroh, Qonitatun. Perkawinan Siri dan Implikasi Hukumnya terhadap Kedudukan Istri,
Anak, dan Harta Benda (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Widayati, Tin. Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) terhadap Hak Anak

dan Istri dalam Tinjauan Hukum Pogitif dan Maqgashid Syariah (Studi Kasus di KUA

Kretek, Bantul, Yogyakarta). ., Universitas Islam Indonesia, 2024.

Wawancara

A, Informan Pasangan P carai oleh Vina Nailul Izza,

J, Informan P i Nailul Izza, Desa
Kh, Informan Vina Nailul 1zza,

Desa
Sy, Informan ahan Tidak Tercatat, diw:

2026.

Vina Nailul Izza,

|

UA, diwawan(fafai oleh Vi

, 25

Mei 2026.



